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Kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 3.036 milyar akibat kerusakan lingkungan dan tidak 

dilakukan reklamasi di kawasan butan. Upaya perbaikan lingkungan seharusnya dilakukan melalui 

reklamasi, namun pelaksanaan reklamasi di kawasan hutan masih menghadapi kendala baik secara teknis 

maupun kebijakan. Tidak sebandingnya nilai dana jaminan reklamasi dengan tingginya biaya penerapan 

teknologi reklamasi di lapangan dapat memicu keterlambatan atau tidak dilaksanakan bahkan kegagalan 

reklamasi. Se lain itu, sis tern monev dan penilaian keberhasilan reklamasi sebagai dasar penegakan sanksi 

bagi perusahaan yang berkinerja buruk belum efektif diterapkan. Generalisasi kriteria keberhasilan 

reklamasi lahan tambang juga memicu rendahnya realisasi reklamasi pasca tambang di kawasan hutan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa kebijakan yang direkomendasikan diantaranya adalah: (I) 

Penerapan kriteria keberhasilan reklamasi yang site specific; (2) Rasionalisasi pelaksanaan reklamasi 

baik standar teknis, standar biaya dan penilaian tanaman; (3) Memperkuat sistem monitoring evaluasi 

reklamasi tambang dan meningkatan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah 

kabupaten/kota yang terkait sektor pertambangan melalui pelibatan aktif OPD sebagai anggota tim 

penilai keberhasilan reklamasi usaha tambang diwilayahnya; ( 4) Pen eta pan biaya untuk monev reklamasi 

ke dalam besaran royalti produksi tambang; dan (5) Hasil monev digunakan dan ditindaklanjuti sebagai 

dasar penerapan sanksi bagi perusahaan yang berkinerja buruk. 

Realisasi reklamasi lahan pasca tambang baik

yang berada di kawasan hutan maupun di APL

masib rendah. Hal tersebut dipicu oleh beberapa

faktor diantaranya biaya penerapan teknologi

reklamasi tinggi sedangkan dana jaminan

reklamasi yang ditetapkan lebih rendah

dibandingkan dengan biaya riil reklamasi di 

Japangan. Rendahnya dana jaminan reklamasi 

seringkali menyebabkan gagalnya kegiatan 

reklamasi baik oleh pemegang IPPKH maupun 

oleh pibak ketiga. Berdasarkan pengalaman 

reklamasi di areal tambang perusabaan besar, 
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biaya reklamasi di lapangan dapat mencapai 
sekitar Rp 70-100 juta per ha, sementara dana 
jaminan reklamasi hanya sekitar Rp 20-30 juta/ha. 
Faktor Jain adalah belum tegasnya penerapan 
sanksi bagi perusahaan yang tidak berhasil 
mereklamasi lahan pasca tambangnya. Disisi lain, 
kinerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 
penilaian atau monev karena keterbatasan 
anggaran dan penggunaan teknologi untuk 
keterbukaan informasi terkait keberhasilan atau 
kegagalan reklamasi tambang yang djlakukan 
oleh perusahaan sangat rendah. Hal  ini  
menyebabkan ketidakjelasan data dan informasi 
terkait kinerja perusahaan tambang yang menjadi 
dasar bagi pen era pan sangsi reklamasi. 
Hal tersebut diperparah dengan adanya perbedaan 
kebijakan reklamasi di kawasan hutan dan APL. 
Kegiatan reklamasi pada kawasan hutan mengacu 
pada PP o. 76 tahun 2008 ten tang Rehabilitasi 
dan Reklamasi Hutan dan Permenhut omor P.4/ 
Menhut-ll/2011 tentan pedoman reklamasi hutan 
dimana aturan reklamasinya lebih berat 
dibandingkan kegiatan reklamasi pada APL yang 
merujuk pada PP No. 78 tahun 20 l O ten tang 
Reklamasi dan Pasca Tambang dan Permen 
ESDM No 7 I 2014 tentang Reklamasi dan 
Pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan 
mineral dan batubara. Pemegang IPPKH 
dikenakan tambahan kewajiban selain reklamasi, 
yaitu wajib melakukan rehabilitasi di lahan kritis 
pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana lokasi 
tam bang tersebut berada. Sementara itu, peraturan 
terkait reklamasi tambang di APL menyebutkan 
bahwa areal bekas tambang yang harus 
direklamasi dapat menjadi area pemanfaatan lain. 

Realisasi tambang di kawasan hutan masih sulit 
untuk dihitung karena data dan informasi kegiatan 
reklamasi tidak mencantumkan periode waktu 
pelaksanaannya. Sebagai contoh, dengan 
menggunakan asumsi  lahan yang harus 
direklamasi di Kalimantan Timur sekitar 30% dari 
luas IPPKH (150.604 ha), maka realisasi 
pencapaian target reklamasinya masih sangat 
rendah (4%). Disamping itu realisasi kegiatan 
RHL sebagai tugas tambahan dari pemegang
IPPKH masih tetap rendah (32%) dan basil
kegiatan RHL yang telah diserahkan juga masib
sangat rendah (9%) dari luas areal yang
ditargetkan untuk direhabiltasi (28.018 ha).
Realisasi reklamasi hutan dan RHL di areal
lPKKH periode 2009-2018 tersaji pada Tabet J.
Tabel 1 menunju.kkan bahwa sistem pencatatan
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Peraturan tersebut mengaburkan tujuan reklamasi 
untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti 
semula. Konsekuensinya, dapat terjadinya 
perubahan tutupan dan fungsi ekosistem hutan 
akibat perusahaan tidak melakukan penutupan 
galian tambang dengan alasan areal tersebut akan 
digunakan sebagai areal pemanfaatan lain 
(Muhdar, 2015). 
Kegagalan atau rendahnya realisasi reklamasi 
pasca tambang menyebabkan tingginya kerugian 
negara akibat kerusakan lingkungan. Sebagai 
contoh, Muhdar (2015) melaporkan nilai kerugian 
akibat eksplotasi SDH di Kaltim mencapai sekitar 
Rp 9,2 T dengan total kebutuhan biaya untuk 
perbaikan 15 tahun ke depan memerlukan sekitar 
138,5 T. Selain itu, masih terdapat beberapa 
perusahaan yang tidak mematuhi pembayaran 
dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. 
Kementerian ESDM menyampaikan bahwa hanya 
sekitar 50% saja perusahaan yang sudah 
mematuhi pembayaran tersebut pada tahun 2018. 
Contoh Jain, penelitian !PB menyebutkan 
kerugian negara akibat pertambangan nikel PT 
Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena 
mencapai Rp 2, 7 T. 
Selain itu rente ekonomi yang diterima pelaku 
usaha tambang (US$ 20, 17 per ton batubara) 
menarik banyak pelaku usaha untuk terjun dalam 
bisnis batubara di Samarinda (Prasodjo, 2014). 
Kondisi ini berdampak pada peningkatan jumlah 
IUP di Kaltim sebanyak 1.4 76 unit (Yulian, 20 I 0) 
dan jumlah usaha tambang illegal di kawasan 
hutan sebanyak 1.727 unit dengan areal 8,85 juta 
ha (Dirjen PHKA, 2012). 

reklamasi tambang di kawasan hutan kurang 
lengkap, yang diindikasikan oleh ketidaksamaan 
data periode tahun untuk kegiatan penetapan luas 
areal yang direklamasi, penilaian realisasi 
tanaman, dan areal yang dikembalikan. Hal ini 
perlu menjadi perhatian utama bagi Direktorat 
Jenderal BPDAS-HL dalam hal penyajian datanya 
sehingga me-mudahkan pelaksaan tupoksinya 
untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja 
perusahaan dalam pelaksaan reklamasi dan
rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH.
Penerapan sanksi berdasarkan basil monev kinerja
reklamasi dan rehabilitasi sangat penting untuk
menambah luasan lahan yang sudah direklamasi
dan direhabilitasi karena jumlah luas lahan kritis
Indonesia masih sangat tinggi yaitu sekitar
13.368.120 Ha. Sementara itu, alokasi pendanaan






